5.1.

BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tidak semua pembatasan vertikal dilarang oleh UU No. 5/1999.
Pembatasan vertikal yang dilarang yaitu diantaranya diskriminasi harga
dalam Pasal 6, Resale Price Maintenance (RPM) dalam Pasal 8, perjanjian
pengikatan (tying agreement) dalam Pasal 15 ayat (2), special discount dalam
Pasal 15 ayat (3) dan Praktek Diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d. Akan
tetapi, penulis mendapati pembatasan vertikal yang dilarang tersebut lazim
digunakan dalam perjanjian vertikal seperti keagenan dan distribusi karena
dianggap meningkatkan efisiensi dan keuntungan dalam menjalankan
kegiatan usaha oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu apabila ingin
mencantumkan klausul pembatasan vertikal dalam suatu perjanjian vertikal
bagi pelaku usaha dan dilakukannya penindakan oleh KPPU, harus dilakukan
kajian secara kasus per kasus dengan menggunakan analisis rule of reason
dengan melihat latar belakang dan tujuan dibuatnya suatu perjanjian
vertikal, sehingga dapat diketahui maksud dibuatnya dan ada atau tidaknya
indikasi timbulnya kegiatan yang bersifat anti persaingan usaha dikemudian

hari.

Selain itu, terdapat beberapa pengecualian mengenai pembatasan
vertikal menurut penjelasan dari UU No. 5/1999 dan beberapa Peraturan
KPPU yaitu diantaranya mengenai Perjanjian lisensi dalam Perjanjian
mengenai Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pasal 50 huruf b yang dimana
semua perjanjian lisensi yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan
Intelektual langsung dikecualikan oleh pasal tersebut. Syarat
dikecualikannya pasal tersebut adalah tujuan dari dilakukannya tindakan
tersebut adalah untuk mengurangi biaya dari hak ekslusif demi tercapainya
efisiensi dalam kegiatan usahanya dan harga yang diperoleh konsumen
menjadi lebih murah. Perjanjian Keagenan dikecualikan dalam Pasal 50

huruf d berlaku kepada orang atau perusahaan yang hanya bertindak sebagai
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perwakilan untuk dan atas nama prinisipal. Sedangkan, agen mandiri atau
agen dalam arti luas dapat tetap diberlakukan ketentuan UU No. 5/1999.
Penafsiran apakah agen dapat dikualifikasikan sebagai agen sebagai wakil
langsung dari prinsipal atau agen yang bersifat mandiri dan penerapan dari
pengeculian Pasal 50 huruf d dapat dilakukan dengan melihat ketentuan hak

dan kewajiban dalam perjanjian keagenan yang mengikat para pihak.

Apabila melihat dari hukum Uni Eropa, khususnya merujuk pada
Article 101 (1) dan (3) TFEU, Article 2 EU Commission Regulation 2022/720,
dan Guidelines On Vertical Restraints pengaturan mengenai pengecualian
pembatasan vertikal sudah diatur secara lebih spesifik dan mendalam. Hal
tersebut dapat dibuktikan dari segi substansi pengaturannya dalam hukum
Uni Eropa sudah mengatur mengenai thershold omset maksimal dari suatu
perusahaan yang akan membuat perjanjian vertikal yaitu sejumlah 50 Juta
Euro, pengecualian perjanjian vertikal yang mengandung Hukum Kekayaan
Intelektual di Uni Eropa hanya berlaku untuk perjanjian vertikal yang obyek
utamanya bukan mengenai hukum kekayaan intelektual dan tujuannya
bukan untuk pengalihan hak dari suatu Hukum Kekayaan Intelektual, dan
telah diatur mengenai penjelasan mengenai perjanjian vertikal yang tidak
bersifat timbal balik (non-reciprocal) dan adanya pemisahan perjanjian
vertikal mengenai barang atau jasa secara tersendiri. Selain itu, sudah ada
pengaturan mengenai threshold dari pangsa pasar sebesar maksimal 30%

bagi pelaku usaha yang ingin membuat suatu perjanjian vertikal.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan
pengecualian dalam hukum Uni Eropa dapat dijadikan acuan oleh UU No.
5/1999 dalamk karen pengaturan dalam hukum Uni Eropa sudah cukup
spesifik dan jelas menentukan pembatasan vertikal apa saja yang dapat
dikecualikan dengan sudah adanya batas-batas pembatasan vertikal yang
dikecualikan maupun dilarang. Sehingga, dapat lebih mudah untuk
dimengerti dan diterapkan dalam perjanjian vertikal. Akan tetapi, peraturan
Uni Eropa tersebut tidak bisa secara serta merta langsung dijadikan acuan

dalam melakukan perbaikan terhadap pengecualian UU No. 5/1999. Hal
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5.2.

tersebut dikarenakan harus ada pengkajian lebih mendalam mengenai
Peraturan Uni Eropa tersebut dan harus juga disesuaikan dengan UUD NRI
1945 serta pola perilaku yang telah berlaku di antara pelaku usaha di
Indonesia dan masyarakat sebagai konsumen Indonesia, serta berbagai
faktor lainnya agar dalam penerapannya sesuai dengan kebutuhan dari para
pihak yang berkepentingan menggunakan peraturan tersebut, sehingga pada
akhirnya dapat menciptakan perkembangan bagi hukum dalam bidang
persaingan usaha dan tentunya harus memenuhi unsur kepastian hukum

dan keadilan.

Saran

Menurut penulis, sebaiknya pengaturan mengenai larangan dan
pengecualian pembatasan vertikal dilakukan perubahan redaksi dan
substansi, serta harus ada pengaturan dalam suatu bab tersendiri dengan
persyaratan-persyaratan yang dilarang keras, dilarang, hingga dikecualikan
agar memudahkan para pengguna dari peraturan tersebut untuk mengerti
alur logika dan penerapan suatu pembatasan vertikal dalam suatu perjanjian
vertikal. Selain itu, penjelasan lebih lanjut dari UU No. 5/1999 dalam
Peraturan KPPU seharusnya dapat menjelaskan dengan lebih jelas dan
sederhana terhadap larangan dan pengecualian pembatasan vertikal yang
dimana dalam peraturan KPPU saat ini saat penulis melakukan penelitian
banyak ketentuan yang membuat bingung dan sulit dimengerti, sehingga
menyulitkan untuk dapat menerapkan larangan maupun pengecualian dari

pembatasan vertikal tersebut.
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